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Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, bahwa pengusaha yang
memperkerjakan sekurang-kurangnya 10 orang
pekerja/buruh ftaryawan) wajib membuat
peraturan perusahaan (company regulation,
reglemen). Kewajiban membuat peraturan
penrsahaan (PP) dikecualikan bagi perusahaan
yang telah memiliki perjanjian kerja bbrsama
(PKB) '. Artinya, dalam manjabarkan perjanjian
keda @K) sebagai dasar adanya hubungan kerja,
perlu ada ketentuan atat rule of the gatne yang
mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban
serta tata tertib perusahaan. Dengan kata lain,
bilamana suatu perusahaan telah mempekerjakan
teaga kerja dengan jumlah 10 orang atau lebih,
wajib dibuat peraturan perusahaan (dalam bentuk
tertulis) sesuai kebutuhan yang disahkan sesuai
dengan ketenfuan.

Jadi pada dasamya setiap perusahaan atau usaha
yang mempekerjakan pekerja pasti ada peraturan
yang ditetapkan oleh pengusaha (employer) yang
mengatur syarat-syarat kerja hak-hak dan
kewajiban serta tata tertib perusahaan, baik lisan
maupun tertulis. Bentuk dan uraian isinya serta
mekanisme pembuatannya ada yang dibuat
secara bersama (sharing), dan ada yang
pembuatannya -didominasi- secara sepihak oleh
pengusaha. Dengan kata lain, proses pembuatan
sebuah PP yang sering dibuat atas dasar
kesepakatan atau -setidak-tidaknya atas- saran
dan pertimbangan dari pekerja (emloyee).
Walaupun dibuat sepaihalg akan tetapi perlu
saran danmasuknn.

Demikian juga bisa dilalarkan melalui
perundingan dan pembahasan materi sesuai
mekanisme PKB yang ditur undang-undang.
Benfuk dan proses pembuatan sebuah PP,
disamping secara lisan mungkin hanya bentuk
tertulis yang sederhana, atau sebagian tertulis
sesuai kebutuhan dan sebagian lagi disampaikan
secara lisan saja.

Namun berdasarkan undang-undang, keharusan
pembuatan peraturan pentsahaan (yang dibuat
secara tertulis) baru menjadi kewajiban, atau
baru diwajibkan setelah perusahaan (pengusaha)
mempekerjakan l0 orang atau lebih pekerja'.
jadi, bagr perusahaan yang hanya
mempekerjakan 9 orang atau kurang dari jumlah
tersebut, pengusaha tidak diwajibkan untuk
membuat peraturan perusahaan secara tertulis,
walaupun demikian, dalam setiap
mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya
pasti ada perafuran atau aturan main (regalasi,
reglemen atau kesepakatan) baik lisan atau
berupa catatan-catatan yang disepakati diluar
dari -materi / isi- perjanjian kerja yang telah
dibuat bersama. Kalaupun tidak ada (tidak
diatur) maka undan g-undang yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, bahwa PP adalah aturan
sepihak dari pengusaha, walaupun ada
mekanisme permintaan saran dan pendapat dari
pekerja/buruh, namun dalam suatu hubungan
kerja, pekerja/buruh adalah merupakan salah satu
sub sistem yang perarmya perlu mendapat
perhatian dalam proses produksi. Bahkan sering
dikatakan, bahwa pekerja adalah mitra sejajar

I collectieve srbeidsovereenkomst.
2 Pasal 108 UU No. 13/2003.
3 Pasal 108 UU No. l3l2003 dan Pasal 2 ayat (l) Kep-No.48/lvlen/412004
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dan bagian penting yang mempunyai peranan
yang besar dalam proses produksi barang dan
jasa. Berkaitan dengan itu, keberadaan dan
eksistensi pekerja/buruh sangat besar sehingga
perlu diberikan porsi dalam kaitan dengan
hubungan industrial yang melibatkan selain
pengusaha dan pekerja/buruh, juga melibatkan
pemerintah.
Salah satu peran yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan adalah adanya
kemungkinan perubahan PP menjadi PKB jika
memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam PKB
peran pekeg'a untuk bargaining dengan
management sangat besar, terutama menyangkut
hak-hak dan kewajiban masing-masing, termasuk
menenfukan sysrat-syarat kerja.

Secara substansial perjanjian keda bersama
(PKB, collective labour agreement, CLA) pada
prinsipnya sama dengan peraturan perusahaan

@P), yakni peraturan yang yang memuat syarat-
syarat keda, hak dan kewajiban masing-masing
pihak serta tata tertib melaksanakan peke{aan di
perusahaan. Perbedaannya, perafuran perusahaan

dibuat secara sepihak oleh pengusaha dengan
memperhatil,an saran dan pertimabangan dari
wakil peke{a/buruh, sedangkan penyusunan
PKB dilakukan melalui perundingan secara
musyawaraho.

PKB dibuat secara bersama-sama antara serikat
pekerja/serikat buruh (trade union,
arbeidsorganisatie) atau beberapa serikat
pekerja/seriknt buruh dengan pengusaha atalu

beberapa pengusahas. Terkait dengan ketentuan
tersebut, dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi No. Kep48/lvlen/TV/2004
didefinisikan, bahwa perjanjian kerja bersama
(PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundinsan antara serikat pekerj a/sertkat buruh
atau beberapa serikat pekerja/serilwt buruh
(yang tercatat pada instansi ketenagakerjaan)
dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atav
perkumpulan pengusaha (group) yang memuat
syarat-syarat keg'a, hak dan kewajiban kedua
belah oihak6.

Definisi PKB

PKB adalah perjanjian (agreement) yang
merupakan hasil perundingan antara serikat
pekerja/serikat buruh, atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh -yang telah tercatat pada
instansi yang bertanggung-jawab di bidang
ketenagakerjaan- dengan pengusaha atau
beberapa pengusaha, atau perkumpulan
pengusaha, yang memuat syarat-syarat kerja, han
dan kewajiban kedua belahpihak

Walaupun dalam Pasal 1 angka 21 UU No.
1312003 tersebut dikatakan, bahwa PKB adalah
agreement antara serikat peke{a/serikat buruh
atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh
dengan pengusaha atau beberapa pengusaha /
perkumpulan pengusaha, namun agar terdapat
keseragaman secara proporsional, maka
(menurut Pasal 118 UU No.13/2003) dalam 1

(satu) perusahaan (entity, legal entity) hanya
dapat dibuat satu PKB yang berlalnr bagi seluruh
pekerja/buruh di perusahaan tersebut, walaupun
yang menrndingkan penyusunan PKB hanyalah
pengurus union trade yang kemungkinan
representasi pekerja dalam kepengurusan tidak
seluruhnya terwakili. Ini disebabkan tidak
seluruh pekerja bergabung dan menjadi anggota
organisasi pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan.

Pada masa orde baru sampai sebelum te{adinya
era reformasi (1998) di Indonesia hanya dikenal
1 (satu) organisasi pekerja/buruh (labor union),
yallo.li Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Oleh
karena itu, pada rnasa itu tidak banyak
perusahaan yang mempunyai serikat pekerja
walau Konvensi ILO Nomor 98 (hak untuk
berorganisasi dan berunding bersama) telah
diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 18

Talrun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi Nomor
98 Organisasi Perburuhan Internasional
Mengenai Berlalanya Dasar-dasar Dari Hak
Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding
Bersama (Convention Number 98, 1949,

a Pasal 116ayat(2)UUNo. 13/2003
5 Pasal 116 ayat(l) dan (2) UU No.l3l2003
6 

Pasal Pasal I angka2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Tranasmigrasi RI Nomor Kep-
48lMenllYl2004 tentang TataCaraPembuatan Dan Pengesahan PP Serta Pembuatan Dan Pendaftaran

PKB
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concerning the Application of the Principles of
the Right to Organize and to Bargain
Collectively). namun pembentukan organisasi
pekerja (serikat pekerja) masih terbatas.

Akan tetapi sejak terbitnya Keppres Nomor 83

Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention
(Number 87, 1948) concerning Freedom of
Association and Protection of The Right to
Organize (Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan Hak Berorganisasi), maka gerakan

semangat kebebasan berserikat menggelora dan
menggerakkan para pekerja untuk membentuk
organisasi. Kemudian tet'adi perubahan yang
besar pada sistem serikat buruh di Indonesia, dari
Single Union System menjadi Multy Union
System.

Kedua konvensi tersebut mendobrak benteng
pembatas yang pada sisi memberikan kebebasan
kepada buruh untuk mendirikan beberapa
organisasi pekeq'a, baik di dalam suatu
perusahaan (serikat pekerja tingkat perusahaan
SPTP) atau organisasi pekerja pada tingkat

federasi atau konfederasi. Di samping itu, kedua
konvensi tersebut juga memaksa lahimya UU
Nomor 2l Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh. Dengan UU dimaksud,
maka kemudian bermunculan SP-SP baru di
berbagai perusahaan, dan dengan itu juga
semakin banyak dibuat PKB-PKB baru. Dengan
demikian juga tedadi pergeseran model
hubungan industrial dari corporatis medel
(melalui peraturan perusahaan) kepada
contractualist model (dengan perundingan dalam
PKB)'.

Syarat Sahnya Perjanjian

Karena PKB adalah suatu bentuk perjanjian,
maka syarat sahnya PKB, mengacu pada syarat
sahnya perjanjian (perdata) pada umulnnya,
yakni 8:

a. adanya kesepakatan antara para pihak, atau
dilakukan konsensus tanpa ada paksaan -
dwang-, penyesatan/kekfrilafan 4waling-
atau penipu an -b edro g-;'

b. pihak-pihak yang melakukan perjanjian
mempunyai kemampuan atau kecakapan
bertindak untuk melakukan perbuatan hukum
(cakap usia -belcwaam- dan tidak dibawah
perwalian/pengampuan serta berwenang
bertindak -b ev o gdij k-);

c. ada (objek) yang diperjanjikan; dan
d. causanya halal, apa yang diperjanjikan tidak

bertentangan dengan ketertiban umum, tidak
melanggar kesusilaan dan tidak dilarang oleh
perafuran perundang-undangan.

Apabila perjanjian kerja bersana (PKB) yang
dibuat oleh pihak-pihak tidak memenuhi 2 syarat
awal sahnya (perjanjian) sebagaimana tersebut
yakni tidak ada kesepakatan, atau ada
kesepakatan tapi dipaksakan, terjadi kehilafan,
atau ada penipuan, maka perjanjian tersebut
dapat dibatalkan (voidable). Demikian juga
apabila ada pihak yang tidak cakap untuk
melakukan perbuatan hukum atau tidak
berwenang bertindak, maka perjanjian dapat
dibatalkan (voidable). Sebaliknya apabila
perjanjian dibuat tidak memenuhi 2 syarat
terakhir, yakni obyek (yang diperjanjikan) tidak
jelas dan causcmya tidak halal, maka
perjanjiannya batal demi hukum (null and void).

PP Sebagai Cikal Bakal PKB

Sudah dapat dipastikan, bahwa tidak ada
perusahaan sejak terbentuknya atau sejak awal
berdirinya telah ada serikat pekerja (labor
union). Dengan demikian tidak ada perusahaan
yangsejak awal telah membuat PKB (CLA).
Proses pen)rusunan syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban atau tat tertib di suatu perusahaan
pasti dimulai dengan pembuatan peraturan
perusahaan. Bahkan mungkin pada awalnya
tidak ada peraturan perusahaan yang dibuat
sesuai dengan mekanisme pembuatannya.

Contractualis Model adalah model hubungan perburuhan dimana buruh / serikat buruh dan pengusaha

memiliki peran yang besar dalam menenhrkan syarat-syarat dan kondisi ke1a (term and work contion)
melalui perjanjian ke{a bersama (Collective Labor Agreement),vide Naskah Akademik, Kajian
Akademis Independen terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh (pakar dari) 5

Universitas, UI, UnPad, UGM, USU danUnHas, Jakarta Agustus 2006,ha1. l-2.
Pasal 1320 KUH Perdata
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Dengan demikian, selain ada perjanjian kerja,
mungkin hanya ada peraturan-peraturan atau

Keputusan-Keputusan Direksi yang mengatur
(pure) secara sepihak hak-hak dan kewajiban
dalam huungan kerja. Kemudian dalam
perkembangannya, seiring dengan kebutuhan

adanya kepastian hak-hak dan kewajiban,
kepasian mengenai syarat-syarat kerja serta agar

adatata tertib dalam melakukan pekerjaan, maka

kemudian diproses pembuatan PP sesuai dengan

mekanisme yang diahr dalam peraturan

perundang-undangan, semua atas beban dan

tanggung j awab pengusaha.

Bilamana dalam suatu perusahaan, masih

memberlakukan PP, maka tanggung-jawab

penyusunan PP tersebut berada di tangan
pengusaha yang bersangkutan.

Dalam penyusunan PP tersebut, harus

memperhatikan saran dan pertimbangan dan
wakil-wakil pekerja/buruh di perusahaan yang

bersangkutann. Sehubungan dengan itu, bilamana

di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk
serikat pekerja / serikat buruh (trade union),

maka representasi wakil pekeq'a/buruh -dalam

memberikan saran dan pertimbangan- ada pada

pengurus serikot pekerja yang bersangkutanr0.

Akan tetapi apabila telah terbentuk organisasi

pekerja (trade union), namun keanggotaannya

tidak mewakili mayoritas pekerja di perusahaan

tersebut, maka pengusaha -dalam menyusun PP-
selain memperhatil<zn saran dan pertimbarrgan

dari pengurus organisasi pekerja, juga harus

memperhatikan saran dan pertintbangan dari'

wakil-wakil pekeq'a yang bukan dan tidak
meniadi serikat funion\tl

Sebaliknya, dalam hal di perusahaan yang
bersangkutan belum terbentuk organisasi
pekeq'a/buruh, maka yang mewakil
pekeq'a/buruh adalah pekerja/buruh itu
sendiri yang dipilih secara demokratis untuk
mewakili kepentingan para pekeda/buruh di
perusahaan yang bersangkutan yang berasal

dari setiap unit kerja atau cabang-cabang
yang adat2. Namun demikian, wakil-wakil
peke{a atau serikat pekerja dapat tidak
memberikan saran dan pertimbangan terhadap
suatu PP yang diajukan oleh pengusahar3.

Artinya, biar-pun "no comment", yang penting,
bahwa pehgusaha telah memintakan saran dan
pertimbangan dari pekerja sesuai dengan

ketentuan dan mekanisme. Jika pekeda yang

dimintai keterangan, no comment, maka
dianggap bahwa mekanisme pembuatan PP telah
memenuhi ketenfuan yang ditentukan, walaupun
"no comment".

Perubahan PP Menjadi PKB

Dalam masa berlakunya peraturan perusahaan,

bilamana telah terbentuk serikat pekerja/serikat
buruh (yang telah menenuhi syarat), dan

organisasi peke{a/buruh tersebut menghendaki
perundingan pembuatan perjanjian kerja
bersama (PKB), maka pengusaha wajib
melayani atau memenuhi keinginan peke{a
dalam pembuatan PKB tersebut. Namun dalam
hal upaya untuk melakukan perundingan
pembuatan PKB dimaksud tidak mencapai

kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap

berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya
iode 2-tahunan\ta.

e Pasal 109 dan Pasal I l0 ayat (l) UU No.l3l2003 dan Pasal3 ayat (1) Kep-No.48llt4enl4/2004.
r0 Ketentuan dalam Pasal 110 ayat (2) W No.l3l2003 dan Pasal 3 ayat (4) Kep-No.48lMen/412004 illl,,

tidak menjelaskan lebih lanjut berapa representasi atau keterwakilan pekerja yang tergabing dalam
serikat pekerja dimaksud. Bagaimana jika representasinya kurang dari 50 %o atau babkan jauh lebih lecil
dari l0 %o, apak'ahberwenang memberikan saran dan pertimbangan dalam pembuatan peraturan
perusahaan sebagaimana representasi dalam kewenangan untuk dapat mewakili pekerja dalam
pembuatan perjanjian kerja bersama dalam Pasal 119 UU No. 13/2003.

rr Pasal3 ayat (6) Kep-No.48/tvlen/4/2004.
12 Pasal 110 ayat (3) tru No.l3l2003 dan Pasal 3 ayat (3) Kep-No.48/ilIen/4/2004'
13 Pasal 3 ayat(2) Kep-No.48/IvIen/4/2004.
ra Pasal I I I ayat (4) dan (5) UU No.13/2003.
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Jit<a te{adi PP menjadi PKB, kctentuan,
ketentuan (materi / klausul) dalam peraturan
perusahaan yang telah berakhir masa berlakrmya,
totap berlaku sampai dengan ditandatanganinya
perjanjian kerja bersama (iil<a disetujui
pcrubahan -sepakat- menjadi PKB) atau
disahkannya peraturan perusahaan yang banr
(fika belum disepakati untuk perubahan menjadi
PIG). Terkait dengan itu, dalam hal telah
dilakukan perundingan penrbuatan PKB, namun
bclum mencapai kesepakatan, mal<a pengusaha
wajib mengajukan permohonan pengesahan
pembaharuan PP t5.

KEWAJIBAN PEMBUATAI\T PKB

Apabila telatr memenuhi syarat dan telah
disetujui pembuatan PKB, maka dilakukan
perubahan "status" PP menjadi PKB. Dalam
kaitan ini, UU Ketenagakerjaan, menyebutkan,
hhwa PKB dibuat (bersama-sama) oleh serikat
pelrerja atau beberapa serilwt pekerja dengan
pengusaha atau beberapa pengusaha 16.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, dalam
Undang-Undang mengenai Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, diteg:askan juga bahwa
salah satu hak serikat pekerja / serikat buruh
(trade union, arbeidsorganisatie) adalah
membuat PKB bersama-sama (:menyepakati
bersama) dengan pengusaha yang
pelaksanaannya dilalukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlakurT,
yakni UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tatrun
2003.
Sebaliknya, bila ada PKB maka salah satu
kewajiban serikat pekerja / serikat buruh adalah
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan
anggota dan keluarganyars. Artinya, upaya
peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh yang
menjadi anggota trade union dan keluarganya
tersebut dapat dilakukan melalui pe,nrndingan-
perundingan dalam pembahasan dan penyusunan

Salah satu persyaratan, PKB harus dibuat secara
tertulis dengan huruf latin dan menggunakan
lahasa Inddnesia (vonnvrifl. Dalam I-at pfg
dibuat tidak menggunakan' bahasa Indonesia"
maka PI(B tersebut harus diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia oleh- penerjemah
tersumpah dan terjemahan dimaksud dianggup
telah rireqpnuhi lietentuan penggunaan bfi-asla
Indonesiale.

Keseragaman Hak dan Kewajiban

PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/seriknt buruh,
atau beberapa serilmt pekerja/serikat buruh -yang telah tqcatat pada instansi yang
Manggung-jawab di bidang ketanagakerjaan-
dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau
perkumpulan pengusaha, yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah
pihak. Agar suapaya ada keseragaman syarat-
syarat kerja dan persarnaan hak dan kewajiban di
dalam suatu perusahaan, maka dalam 1 (satu)
perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) FKB
yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di
(suafu) perusahan'".

PKB Cabang atau Subsidiary.

Apabila suatu perusahan mempunyai kantor unit
/ cabang, maka (dapat) dibuat PKB Induk dan
PKB Turunan (semacam "Perda" atau "Qonun").
PKB hduk berlaku (secara umum) di seluruh
kantor unit / cabang Sedangkan PKB Turunan
yang (memuat local content) hanya berlaku
secara parsial di masing-masing unit kerja
/cabang dimaksud.

Dengan kata lain, PKB Induk memuat
ketentuan-ketentuan yang belaku umum di
sehnuh cabang dan PKB Turunan memuat -
ketentuan-ketenruan- pelaksanaan PKB Induk
yang disesuaikan dengan kondisi cabang / unit
masmg-rnasmg-'.PKB seoani ans reoresentati

t5 Pasal 9 Kep-No.48 lMent4l2A04.
16 Pasal I 16 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
f 7 

Pasal 25 ayat(l) hunrf a jo ayat(2)UU Nomor 21 Tatrun 2000 tentang Serikat Pekerja.
18 Pasal2T huruf b UU Nomor 2l Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
re Pasal 116 ayat (3) dan (4) W No.13/2003
20 Pasal 118 UU No. 13/2003 jo Pasal 13 ayat (1) Kepmenakerrans. No.Kep-48/I{en1M2004.
2r Pasal 13 ayat(2) dan (3) Kepmenakertans. No.Kep-48ilvt enlltt 12004.
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Bilamana dikehendaki adanya PKB Turanan dilYng, dinwlrs;
semua cabang-cabang perusahaan, walau telah I bunth (tabor unioni, uOut"l serikat
diberlalukanPKBlndukvrn*selunrhunitkerja, lfekerjalseritut buruh di perusahaan, yakni
maka selama PKB Tuntnan telum disepakati, I serilat peterja yang didirikan oleh pet<i4a' t
maka tetap berlaku PKB hduf2. I buruh di r*to 

-perusahaan 
atau di beberapa

perusahaan 2'. llulu disebut, SPTP (serikat
PKB Gruop 

I 
pekerja tingkat pentsahaan) yang -telah - tercatat

Apabla mensacu pada ketentuan pasar I alerca lfl:Hlffi'.I,TBlffiffirfi:"J1t#riflfr:2L UU Ketenagakerjaan, bahwa PKB dapat I dimaksud tClah memenuhi pir.yutat* pendirian
dibuat oleh pengusaha,atau beberapa pengusaha. I dan pencatatan serta mimenuhi persyaratan
Artinya, PKB dapat dibuat oleh grup (beberapa) ljuoot"tr keanggotaan dan mempunyai
pengusaha. 

I kewenangan untuk mewakili pekerja / buruh
Permasalahannya, siapa pengusaha tersebut ?. I dahm perundingan pKB.
Apakah grup perusahaan sejenis, atau perusatraan I

yang berada dalam satu kawasan yang sama I Setelah memenuhi persyaratan dimaksud,
(seperti bonded area) atau perusahaan yang I persyaratan lainnya, adalah siapa yang
tergabung dalam satu kepemilikan (holding I berwenang b€rtindak untuk dan atas nama

sah oleh anggotanya, kecuali dilakukan
Berdasarkan Pasal 118 UU Ketenagakerju*, I pandelegasianmasing-masing.
bahwa agar terdapat keseragaman hak-hak dan
kewajiban dalam suatu perusahaan yang I Ada permasalahan dalam UU tidak ditentukan
merupakan entity taserrdiri, maka dalam suatu I siapa yang dapat menjadi pengurus union.
perusahaan hanya ada 1 (satu) PKB. Oleh karena I Apalcah masih pekerja aktif dalam hubungan
itu dalam hal beberapa perusahaan tergabung I kerjaataupensiunanpekerjayangsudahpensiun

company), ataukah, antara pua subsidiary dalam I serilut ?. Sudah barang trrrtu pengurus (board of
suatu grup hduk. I managemenl) yang dipilih dan diangkat secara

sendiri (legal entity), maka PKB dibuat dan I menjadi pengurus union , maka seyogyanya
dirundinglan oleh masing-masing perusahaan I diatur dalam PKB. Artinya, harus disepakati
dan serikat pekerjanya masing-masing walaupun I bersama de'ngan pengusaha, karena dengan
isinya dapat dibuat sama. Artinya tidak dikenal I pensiunnya, ia (si Pensiunan) tenhrnya sudah
adanya 1 (satu) PKB group tapi ada persamaan I tidak mempunyai kepentingan dengan pengusaha
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban dan tata I y*g bersanglartan. Kecuali pensiunan (non-
tertib pada beberapa perusahaan yang dalam I I aktifl yang m€ngelola unit-unit usaha serikat
(satu) group holding company. | (union).

KEWENANGAI\ PEMBUATAI\T PKB Demikian juga harus diatur, apakah hanya
pekerja tetap (PKWTT) yang dapat menjadi

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa yang I anggota dan/atau pengurus, atau dimungkinkan
berwenang membuat PKB (perjnajian kcrja I pekerja PKWT (kontrak). Semua itu harus jelas

dalam I (satu) group dan masing-masing | (tidak mempunyai kesibukan di perusahaan).
perusahaan merupakan badan hukum sendiri- | Apabila disepakati bahwa pensiunan dapat

bersama) adalah serikat pekerja/serikat bury-h I diatur dalam PKB, dengan catatan, bahwa
dengan pengusaha (employe)". I ketentuan dalam PKB tidak boleh bertentangan
Permasalahannya, siapakah serilwt pekeria I dengan peratuan perundang-undangan yang
tersebutn dan siapa (representasi) pengusaha? | Uerfifcu. 

'

22 Pasal 13 ayat(2) Kepmenakertrans. No.Kep4SlTvIen/IV/2004.
23 Pasal I l6 ayat (1) UU No. 1312003 jo Pasal Pasal 25 ayat(l) huruf a tlU No. 2112000.
2a Pasal I angka 2 UU No. 2l Tahun 2000.
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Berkenaan dengan representasi keterwakilan
serikat pekerja untuk mewakili pekeda/buruh
dalam melakukan perundingan PKB, dalam
peraturan perundang-undangan diatur terpisah
antara single union denganmulty union:

Sata Trade Union ("Serikat")

Dalam hal di suatu perusahaan hanya terdapat
satu serikat peke{a/serikat buruh ("trade union"
atau labor union, arbeidsorganisatie), maka
serikat tersebut berhak mewakili peke{a / buruh
dalam perundingan pembuatan PKB dengan
pengusaha apabila memiliki jumlah anggota
lebih 50% dari jumlah seluruh pekerja di
perusahaan' yang bersangkutan. Keanggotaan
tersebut dibuktikan dengan kartu tanda
keanggotaan KTA)' .

Dalam hal di suatu perusahaan hanya terdapat
satu labor union akan tetapi tidak meiliki jumlah
anggota lebih dari 50% dari. jumlah seluruh
pekerja / buruh di perusahaan, maka serilcat
tersebut dapat mewakili pekerja / buruh dalam
perundingan (pembuatan PKB) dengan
pengusaha apabila serikat yang bersangkutan
telah mendapat dukungan lebih dari 50% dari
jumlah seluruh peke{a di perusahaan yang
bersangkutan melalui pemungutan suan (voting).

Pelaksanaan pemungutan suara (voting)
sebagaimana tersebut diselenggarakan oleh
Panitia yang terdiri dari wakil-wakil
pekerja/buruh (yang bukan anggota "serikat")
dan pengurus serikat pekerja disaksikan oleh
pihak pejabat dari instansi yang bertanggung-
jawab di b[{ang ketenagakerjaan dan dari -unsur-
pengusaha'o.

Setelah terbentuknya panitia pemungutan suara,
selanjutnya panitia dimalsud mengumumkan
tanggal pemungutan suara (voting) paling lambat
24 (duapuluh empat) hari sebelum voting
dilakukan.

4gr .dq! Janggal voting yang telah ditentukan
diberitahukan kepada pejabat pada instansi
ketenagake{aan setempat dan kepada pensusaha
untuk menyaksikan pel-aksanaan iot inf 27 

. 
-

Sepaaa -pengurus- serikat pekerja diberi
kesempatan untuk "menglrampanye?,an'
(menjelasakan) program-prograrnnya dalam
pembuatan IKB y*g dilakukan di luar jam
\epa daq di tempat-tempat yang disepakati,
dalam waktu -selama- 14 (empat belas) hah, dan
gils:.ry$ t llisa) Lari setelah l?feeurdrumumkannya vot ing (pemungutan suara)'

Hal yang perlu diperhatikan juga oleh panitia
voting, yakni harus menyesuaikan 

-waktu

pelaksanaan voting dengan jadwal kerja para
pekerj-a sehingga tidak menganggu proses
produksi. Demikiaq juga tempat voting
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
Panitia 4qlgqn pengusaha. Hasilnya dianggap
sah setelah^ ditanda-tangani oleh 

-Panitia -dan

saksi-saksi2e.

Pelaksanaan voting dapat dibatalkan bilamana
du-lury waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum dilaksanakan voting ternyaia serikat(labor union) dapat- niembuktikan
keanggotaannya kepada pengusaha, bahwa
jumlah anggota serikat yang up lo date telah
bertambah dan telah memenuhi syarat
kenggotaan lebih dari 50% untuk dapat

Bii;t$t"* 
dengan pengusaha dalam pembuaian

Namun apabila setelah dilakukan voting, dan
dukungan dari pekerja/buruh, ternyata tetap tidak
mencapai lebih dari 50Yo darl, jumlah seluruh
peke{a (termasuk yang menjadi anggota union),
maka serikat yang bersangkutan -hanya- dapat
mengajukan kembali permintaan untuk
merundingkan PKB dengan pengusaha setelah
melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan,
terhitung sejak dilakukan pemungutan suara
dengan mengikuti -kembali prosedur
(pemungutan suara) sebagaimana tersebut di
atas".

27

28

to

30

3l

Pasal 116 ayat (l) jo Pasal 121 UU No. l3l2003 dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Kepmenakerhans.
No. Kep-4 8/IM enlIY I 200 4
Pasal 119 ayat (1) UU No. l3l2003 dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kepmenakertans. No.Kep-
48lMenlIY12004.
Pasal 16 ayat (3) dan (4) Kepmenakerhans. No.Kep4SlMenlN/2004.
Pasal 16 ayat (5) dan (6) Kepmenakertrans. No.Kep4SlMen/IY12004.
Pasal 16 ayat (8) (9) dan (10) Kepmenakertrans. No.Kep-48/IvIenlIYl2004.
Pasal I 6 ayat (7) Kepmenakertans. No.Kep-48/Men/IY 12004.

Pasal 1 19 ayat (1) s/d (3) jo Pasal 12 I UU No. 1312003
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Bilamana jangka waktu berlakunya PKB sudah
bcrakhir, kemudian akan diperpanjang atau

diperbarui dan di perusahaan tersebut hanya
terdapat 1 (satu) trade union , maka
perpanjangan atau pembuatan pembaruan PKB
tidak mensyaratkan lagr ketentuan ketentuan
jumlah keanggotaan (50% lebih atau ditambah
hasil voring) seperti tersebut di atas32.

Lebih dari Satu Union

Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari
satu serikat pekerja/serikat buruh (labor union),
maka yang berhak mewakili pekerja / buruh
untuk melakukan perundingan dengan
pengusaha, adalah union yang jumlah
keanggotaannya lebih dari 50% dan seluruh
jumlah pekeda / buruh di perusahaan itu.
Keanggotaan dalam union tersebut dibuktikan
dengan kartu tanda keanggotaan / KTA maslng-
masing para pekerja/buruh yang bersangkutan 33.

Dalam hal tidak ada union yang beranggotakan
lebih dari 50% dari seluruh jumlah pekerja di
perusahaan tersebut, maka para labor union dapat
melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih
dari 50%o dan dapat mewakili pekerja (melalui
pengurusnya) dalam perundingan pembuatan
PKB dengan pengusaha'".

Dalam hal terdapat beberapa union (serikat) akan
tetapi tidak ada yang beranggotakan melebihi
50% bahkan setelah dilakukan koalisi gabungan
dari koalisi tersebut yang tidak mencapai 50olo

lebih, maka dalam hal ini para serikat pekerja /
buruh tetap berhak membentuk Tim Perunding
yang keanggotaannya ditentukan secara
proporsional dari seriknt-sertkal tersebut
berdasarkan jumlah anggota masing-masing
serikat 3s. Ketentuan ini agak aneh,tarena dalam
Pasal 120 ayat (t) UU No.13/2003, justru koalisi
50% lebih tidak diperkenankan dengan serikat
lain, sementara di Pasal (120 ayat (3)) ini
seberapapun kecilnya halal vrfiik membentuk
TimPerunding.

Apabila PKB telah berakhir jangka waktu (masa)
berlakunya dan akan dilakukan perpanjangan
atau perbaruan, dan di perusahaan yang
bersangkutan terdapat lebihdari 1 (satu) serikat ,

namun serilwt yang dulu -memenuhi sayarat-
berunding, yakni yang mempunyai keanggotaan
50% atau lebih, ternyata dalam perpanjangan
atau pembaruan dimaksud tidak lagi memenuhi
syarat jumlah keanggotaan untuk berunding dan

digantikan dengan serikat yang lain yang
memenuhi syarat keanggotaan (50% atau lebih),
maka dalam perpanjangan atau pembaruan
dimaksud harus dilakukan bersama-sama dengan
membentuk Tim Perunding yang
keanggotaannya diutus secara proporsional 36.

Ketentuan ini tidak seiring dengan ketentuan
dalam Pasal 120 ayat (1) UU No. 1312003 yang
hanya memberi kesempatan kepada serikat yang
anggotanya lebih 50% dari seluruh karyawan
perusahaan.

Demikian juga, dalam hal PKB suatu perusahaan

telah berakhir masa berlakunya akan

diperpanjang atau diperbarui, namun di
perusahaan yang terdapat lebih dari 1 (satu)

union , tetapi tidak satupun serikat yang

memenuhi persyaratan keanggotaan (50% lebih),
maka dalam proses perpanjangan atau

pembaruan PKB tersebut, beberapa union dapat

melalarkan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih

dari 50% dan dapat mewakili pekerja (melalui

pengurusnya) dalam perundingan pembuatan

PKB dengan pengusaha. Namun jika telah
dilakukan koalisi dari para serikat peke$a /
buruh, akan tetapi tetap tidak memenuhi

ketentuan 50% lebih, maka tetap dapat dibentuk

Tim Perunding yang keanggotaannya ditentukan

secara proporsional dai serikat-serilut tersebut

berdasarkan jumlah anggota masing-masittg ".
Jadi ketentuan perpanjangan ini sama saja

dengan ketentuan dan persyaratan pada saat

membuat PKB baru.

32 Pasal 130 UU No. 13/2003
33 Pasal 120 ayat(l) jo Pasal 121 UU No. 13/2003
3a Pasal 120 ayat(2) UU No. 13/2003
35 Pasal 120 ayat(3) UU No. 13/2003
36 Pasal 130 ayat (2) W No. 13/2003
37 Pasal 130 ayat (3) UU No. 13/2003
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PKB di KEK

Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terdapat
pengaturan yang agak spesifik mengenai
perusahaan dan persyaratan pembuatan PKB.
Untuk perusahaan yang mempunyai lebih dari I
(satu) serikat pekeija/soilcat buruh, proses
pembuatan PKB pada setiap perusahaan dapat
dibentuk 1 (satu) forum serikat pekerja/serikat
buruh. Walaupun ketentuan mengenai forum
dimaksud masih perlu diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri yang menangani urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
(maksudnya ,Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi)38. Namun apa yang diamanatkan
tersebut hingga saat ini belum terbit.

Perundingan dan Musyawarah Pembuatan
PKB

Sebagaimana dikernukakan pada bagian awal,
bahwa PKB dibuat atau disusun bersama-sama
antara serikat pekerja atau beberapa serikat
pekerja dengan pengusaha atau beberapa
pengusaha. Penyusunan tersebut harus dilakukan
iecara musyawarah untuk mencapai mufakat 3e.

Artinya, dalam pembuatan PKB harus
dirundingkan oleh seiiknt atav beberapa serikafo
dengan pengusaha atau beberapa pengsaha
(employers) yang dilakukan secara musyawarah
untuk mufakat.

Demikian juga perundingan PKB yang dilakukan
secara musyawarah untuk mencapai mufakat
harus tetap menjunjung tinggi hak masing-
masing untuk menyampaikan argumantasinya
dan tidak asal sepakat menyetujui atas apa yang
tidak dikehendaki. Dengan demikian ketentuan
mengenai syarat sahnya suatu .perjanjian harus
benar-benar diperhatikan, yakni "' :

a. adanya kesepakatan antara para pihak yang
dilalarkan dengan konsensus tanpa ada
palsaan 4wang-, penyesatan/kekhilafan -
dwaling- atau panipuan -bedrog-;

b. para pihak yang berunding PKB dipastikan
mempunyai kemampuan atau kecakapan
bertindak melakukan perbuatan hukum
(cakap dari segi usia -behuaam- dan tidak
dibawah perwalian/pengampuan serta

berwenang untuk mewakili dalam
pembuatan PKB -b ev o gdij k-) ;

c. objek yang diperjanjikan dalam PKB adalah
sesuatu yang real atau dapat direalisasikan
dan nyata (bukan suatu kfiayalan); dan

d. causa dari substansi yang diperjanjikan
halal, tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, tidak melanggar kesusilaan dan tidak
dilarang oleh peraturan perundang-
undangan.

Disamping itu, dalam perundingan tersebut,
harus didasarkan atas itikad baik (goede trouw)
dan kemauan bebas kedua belah pihak (sesuai

azas freedom of contract), tanpa adanya
kehilafan (dwaling\, paksaan (dwang) ataupun
penipuan (bedrog)4z.

Azas itikad baik merupakan salah satu azas yang
dikenal dalam hukum pefanjian (Pasal 1338 ayat
(3,) BW) yang menyatakan bahwa pedanlian
harus dilaksanakan dengan itikda baik. Begitu
pentingnya itikad baik ini sehingga dalam
perundingan-perundingan pgrjanjian diantara
para pihak akan berhadapan dengan suatu
hubungan hukum khusus, yang dikuasai oleh
itikad baika3.

38 Pasal 46 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
3e Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.s Serikat (trade union) tersebut harus telah tercatat pada instansi yang bertanggung-jawab di bidang

ketenagakerj aan (setempat).
ar Pasal 1320 jo Pasal l32l BW. '

a2 Pasal 12 Kepmenakertans. No.Kep-48lMenlIY/2004. Ketentuan ini sudah merupakan azas umum dalam

Pasal 1338 ayat (l) dan(3) jo Pasal 1320 dan l32l Burgerlijke Wetboek, bahwa semua perjanjian yang

dibuat secara sah (memenuhi syarat sahnya perjanjian) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak

yang membuatnya(azasfereedom ofcontract danpacta sun servanda). Selanjutrya disebutkan, bahwa

pedanjian-perjanjian yang dibuat tersebut harus dilaksanakan secara (dengan) baik .

a3 Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., HukumKontak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hal. 5.
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Dalam hal terdapat usul atau ada keinginan
serikat untuk membuat PKB, maka sepanjang
telah memenuhi syarat, pengusaha harus
melayani permintaan tersebut (secara tertulis)
untuk merundingkan -pembuatan- PKB. Syarat-
syarat tersebut, antaralain {:

a. serikat dimalsud telah tercatat berdasarkan
peraturan perundang-udangan mengenai
Serikat Pekerj a/Serikat Buruh;

b. memenuhi persyaratan keanggotaan dan
kewenangan untuk melakukan perundingan
pembuatan PKB dengan pengusaha.

Tata Tertib Perundingan

Perundingan pembuatan, (perpanjangan atau
pembaruan) PKB diawali dengan membuat
kesepakatan mengenai Tata Tertib Perundingan.
Kesepakatan tersebut, sekurang-kurangnya
memuat a5 

:

a. tujuan pembuatan Tata Tertib Pentndingan;
b. susunan Tim Perunding dari kedua belah

pihak "serikat" dan pengusaha;

c. lamanya atau jangka waktu (maksimal)
pelalsanaan perundingan;
materi (substansi yang akan dibahas dalam)
perundingan. Terkait dengan (meteri) ini,
jangan memberi kesempatan kepada pihak
lainnya untuk keluar dari rel yang
disepakati. Kecuali telah berakfrir semua

agenda, dan kemudian disepakati agenda
(substansi) susulan;
tempat perundingan;
tataCara Perundingan,
cara penyelesaian bilamana terjadi
kebuntuan (dead lock). Dalarn kaitan ini,
yang ini harus disertai dengan klausul
alternatifjika tidak ada kesepakatan sebagai

alternative dispute clause. Dan semua pihak
harus konsisten terhadap klausul tersebut;
tentang sahnya perundiangan suatu materi;
biaya perundingan dan segala macam
alternatifnya bilamana biaya kurang atau

berlebih.

Dalam hal perundingan PKB tidak selesai dalam
jangka waktu yang telah disepakati dalam Tata
Tewrtib Perundingan (huruf c dan huruf g), maka
kedua belah pihak dapat melakukan
kesepakatan- rescheduling (pe4iadwalan ulang)
untuk melakukan perundingan dalam jangka
waktu malsimum 30 (tigapuluh) hari sejak
perundingan gagal (deadlock). Bila perundingan
PKB masih juga belum selesai (dead lock) dalam
jangka waktu yang telah disepakati dalam Tata
Tertib Perandingan dan Rescheduling maka
para pihak harus membuat pemyataan.

Pemyataan (statement) harus dibuat secara
tertulis yang intinya adalah, bahwa perundingan
tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu
yang telah disepakati. Pernyataan tersebut
memuat rincian, sekurang-kurangnya berisi
mengenai a6 

:

a. materi perjanjian (PKB) yang belum dicapai
kesepakatan;

b. pendirian para pihak;
c. risalahperundingan (berita acara);
d. tempat, tanggal dan tanda-tangan para

pihak.

Permasalahnya, bagaimana jika perundingan
PKB tidak mencapai kesepakatan, walau telah
dilakukan rescheduling dan telah dibuat
pernyataan-pernyataan Dalam kaitan ini,
menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan (4)
Kepmenakerhans No. Kep-48/lvler/TV12004,
salah satu atau kedua belah pihak melaporkan
kepada instansi yang bertanggung-jawab di
bidang ketenagakerjaan secara berjenjang,
yakni:a7

a. instansi yang bertanggung-jawab di bidang
ketenagakerjaan di Kabupaten I Kota,
apabila lingkup berlakunya PKB hanya
mencakup I (satu) Kabupaten lKota;

b. instansi yang bertanggung-jawab di bidang
ketenagakerjaan di Propinsi, apabila lingkup
berlakunya PKB mencakup lebih dari 1

(satu) Kabupaten / Kota; di 1 (satu)

Propinsi;

e.

f.
g.

h.
i.

e Pasal 1 5 Kepmenakerhans. No.Kep 48lMenfiV 12004.
a5 Pasal 1 9 Kepmenakertrans. No.Kep 4SlMenlN 12004.
a6 Pasal 23 ayat(l) dan (2) Kepmenakertrans. No.Kep-48/1{enlIYl2004.
a7 Pasal 23 ayat(3) Kepmenakerfians. No.Kep 4SlMenllY 12A04.
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c. Dirjen Pembinaan Hubungan lndustial pada
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

€l! 0* JSTK) apabila linglarp berlakr.rnya
PKB meliputi lebih dari I (satu) hopinsi.

Mekanisme penyelesaian sebagaimana dimalaud
tersebut di atas, dilalarkan sesuai dengan
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industial yang diatur dalam undang-undang
mengenai penyelesaian perselisihan hubungan
industial tersebut 48.

Apabila penyelesaian secara berjenjang pada
instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagake{aan tingkat Kabuptaen/I(ota, tingkat
Propinsi dan tingkat Pusat @itjen pHI dan
JSTK) dilakukan melalui mediasi danpara pihak
atau salah satu pihak tidak menerima anjuran
Mediator, maka atas kesepakatan para piha!
Mediator melaporkan kepada Menteri Tanaga
Kerja dan Transmigrasi untuk menqtapkan
langkah-langkah penyelesaianae.

Laporan dimaksud, setidaknya memuat:
a. materi (substansi) PKB yang belum dicapai

kesepakatan;

b. pendirian (masing-masing) para pihak;
c. kesimpulan perundingan;

d. pertimbangan dan saran penyelesaian.

Lebih lanjut disebutkan, bahwa Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dapat menunjukpejabat
untuk melakukan penyelesaian pembuatan
(termasuk perpajnagan atau pernbaruan) pKB.
Namun dalam hal penyelesaian oleh pejabat
tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu
pihak merasa tidak puas dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan HI di daerah hukum
tempat pekerja bekerja5o. Dalam hal daerah
hulwm tempat pekerja bekerja melebihi 1 (satu)
daerah hukum pengadilan (pHD, maka gugatan

a8 MenuruJ hemat penulis, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkaitan dengan
perundingan pembuatan (termasuk perpanja"gT_atau pembaruan) PKB yang aiatu iaUir pasal 23 ayar (2)
s/d,ayat (4) dan ayat (5) Kepmenakertrans. No.Kep-4alMetfivizoo+, tiaa[ sesuai dengan azas kebebasan
berkontrak (beginzel dercontract vrijheid, leedgm 9f contract). Dalam penyusunan piB, seharu snya pure
melalui -mekanisme- tawar-menawar bid and ffir sampai ierjadi kesepakatan, tanpa adanya tglriUAr\
paksaan dan/atau penipvln(dwaljng, dwang, bedrog) (vide fasal ti:s aan l32l Bw).
Kalau suatu pewaran disampaikan oleh salah satu pihalg misalnya, pekerja minta kenaikan upah 50%
sementara pihak lainnya (pengusaha) tidak mau dan memang tidak minghendaki, maka berdasarkan azas
kebebasan berkonhak yang bersifat consesnsual tersebul tentu pengusaha d-dak bisa dipaksa untuk memenuhi
kehendak pihak lain (pekerja) bilamana pihak lainnya (pengusaha) tidak mengeniaki. Terlebih apabila
pengusaha punya argumentasi-argumentasi berdasarkan data yang dapat dipertanggung-j'awibkan
(reasonable)
Misalnya suatu usaha yang padat modal, pengusaha tentu harus memperhitungkan beberapa hal, seperti
tingkat suku bunga, BEP (break event point) dan besaran deviden yang harus dibelikan kepada shareholders.
Kalau besaran deviden yang akan diberikan kepada shareholders saja kurang dari rata-rata 7,lyo perbulan,
maka tentu tidak ada investor yang rnau invest di saharn Investor ut- t"Uin memilih bentuk invistasi lain

, yarng lebihjelas return-nyadanlow ni&, babkan no risk.*' Ketentuan Pasal 24 Kepmenakertans. No.Kep48/IvIenlIY/2004 juga kurang tepat, karena disamping suatu
yang "pure" consensual jluga telah dinyatakan dalam Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang fnfU, Uahwa
penyelesaian perselisihan melalui Mediasi dilakukan oleh Mediator yang berada di setiap kantor instansi yang
bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota. artinya pelaksanaan Mediasi hanyi
dimungkinkan oleh Mediator Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, tidak ada irewenangao Mediator propinsi /
Pusat untuk memediasi suatu perselisihan materi , ru6gtansi yang akan dituangkan dalam pKB. Termasuk
tidak ada kewenangan Mediator PropinsilPusat untuk memediasi perselisihan (materi) pKB yang sudah
diperjanjikan.

s0 Statement ini bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak dalam Hukum perdata (pasal 1338 jo pasal
1320 sld 1326 serta 1337 BW). Kecualia hal-hal yang menyangkut perselisihan kepentingan yang secara
manusiawi dan sewajarnya terjadi ketidak seimbangan yang sangat kontras (mencolok).
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yang diajukan pada PHI yang-4aerah hukumnya
mencakup domsili perusahaan ".

Pembentukan Tim Perunding

Jika semua ketenfuan mengenai persyaratan
keanggotaan serilwt dalam pembuatan,
perpanjangan atau pembaruan PKB telah
dipenuhi, mata serikat atav para serikat yang
bersangkutan membentuk Tim Perunding sesuai
dengan kebutuhan dengan ketentuan (dibatasi,
limited) masing-masing sebanyak-banyaknya' 9
(sembilan) orang dengan pemberian htasa
penuh.s2.

Penyampaian Aspirasi

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam hal
terdapat 2 atau lebih serikat, dan ada salah satu
yang memenuhi syarat keanggotaan (berwanang)
untuk -berhak- melakukan perundingan dengan
pengusaha, mah.a serilwt atav seriknt-seriknt
yang tidak memenuhi syarat (keanggotaan)
tersebut dan tidak terwakili dalam Tim
Perunding, mak'a serikat atau serikat-serikat
dimaksud (yang tidak mewakili) dapat
menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada
Tim Perunding sebelum dimulai perundingan
pembuatan PKB (tentunya, termasuk
p erp anj angan ata:u p emb aruan)s3 .

Tempat dan Biaya Perundingan

Tempat perundingan pembuatan PKB dilalarkan
di Kantor Perusahaan yang bersanglartan atau di
Kantor Serikat, ataukah di tempat lain sesuai

kesepakatan. Biaya perundingan pembuatan PKB
tersebut menjadi beban pengusaha, kecuali
disepakati lain oleh kedua belah pihalCa.

Penyelesaian Perselisihan PKB

Sebagaimana disebutkan bahwa
pembuatan/penyusunan PKB dilaksanakan

secara musyawarah. Namun dalam hal
musyawarah tidak mencapai kesepakatan
(deadlocked), maka penyelesaiannya dilakukan
melalui prosedur penyelesaian perselisihan

hubungan Industrial, kfrususnya yang
menyangkut perselisihan kepentingan.

Perselisihan kepentingan (belangengeschi[), ini
merupakan perselisihan yang timbul (dalam

hubungan kerja) disebutkan tidak adanya
leesesuaian pendapat mengenai pembuatan

dan/atau perubahan syarat-syarat ke{a yang

ditetapkan dalam PK, atau PP, atau PKB.
Perselisihan kepentinean tersebut, selain
(penyelesaiannya) dapat ditempuh melalui
mediasi dan melalui pengadilan hubungan
industrial (PHD, juga dapat dilakukan melalui
konsiliasi dan arbitase5s.

MASA BERLAKTIDTYA PKB

Peraturan perusahaan berlalnr setelah disahkan
oleh Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi atau

pejabat yang ditunjuk. Masa berlaku peraturan

perusahaan tersebut paling lama 2 (dua) tahun

dan wajib diperbaharui setelah habis masa

berlalarnya s6. Artinya, peraturan perusahaan

tersebut mulai berlaku setelah disahkan oleh

Menti Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau

pejabat yang ditunjuk (sesuai dengan

kewenangannya).

5r Penunjukan pejabat (mediasi: Mediator tingkat Pusat ) oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

menyalahi ketentuan Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2004. Karena mediator adanya di Kabupaten I Kota. Upaya

mentperkarakan perundingan PKB menyelahi azas kebebasan berkantrak yang didasari atas kesepakatan

consensual.Memediasi penrbuatan PKB di tingkat Pejabat Pusat (ditunjuk oleh Menteri) tidak sinlaon dengan

statement "di tempat pekerja bekerja". Karena kalau suatu permasalahan di tangani oleh Pejabat Pusat, maka

sudah barang tentu tempat pekerja bekerja berada pada beberapa Propinsi.
52 Pasal 20 ayat(l) Kepmenakertrans. No.Kep 4SlMenlfY 12004.
53 Pasal 120 ayat(l) UU No. 13/2003 jo Pasal 20 ayat(2) Kepmenakertrans. No.Kep48/Ir,Ien/IY12004.
5a Pasal I 7 Kepmenakertans. No.Kep48/Men/M2004.
55 Pasal I angka 3 jo Pasal 18 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004.
56 Pasal 108 ayat (l) jo Pasal 1 I 1 ayat (3) UU No. I 3/2003.
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Berbeda dengan PKB, harus atas dasar
kesepakatan. Sebagaimana diketahui, bahwa
salah satu isi (muatan) PKB, adalah
mencantumkan jangka waktu dan tanggal mulai
berlakunya PKB57. Berkatan dengan itu, UU
mengatur secara umum (aanvullenrechts), bahwa
PKB mulai berlalar sejak hari penanda-tanganan,
kecuali ditentukan lain dalam PKB dimalsud58.

Selanjubrya, masa berlaku PKB paling lama 2
(dua) tahun. Masa berlaku tersebut dapat
diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atas

dasar kesepakatan tertulis antara pengusaha

dengan lab,or union.le

PERI]}IDINGAI\I PKB BERIKUT

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa rnasa

berlakunya PKB paling lama2 (dua) tahun. Oleh
karena itu, setelah beralfiirnya jangka waktu
tersebut, selanjutnya dilakukan perundingan
pembuatan PKB untuk masa 2 (dua) tahun
berikutnya.

Perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat
dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhimya PKB yang sedang berlaku. Dengan
kata lain, tidak boleh dilakukan perundingan
(misalnya) 4 -empat- bulan sebelum berakhimya
PKB, akan tetapi dapat dilakukan (misalnya)
2(dua) bulan sebelum jangka waktu berak*rirnya
atau bahkan saat-saat terakhir sebelum jangka
waktu berakhir.

Walau tidak salah jika jauh sebelum berakhirnya
jangka waktu berakfrimya PKB, atau sebelum
masa perundingan yang ditentuakan tiba, masing-
masing atau para pihak sudah mempersiapkan
beberapa item atau klausul yang perlu dilakukan
penyempurnaan atau penyesuaian dalam PKB
berikutuiya. Hal ini dapat dilakukan melalui LKS
Bipartit.

Dengan kata lain, hal-hal yang perlu diatur
dalam PKB sudah dapat diantisipasi dan telah
dilakukan persiapan-persiapan serta bahan-bahan
masukan, gagasan-gagasan baru untuk
disampaikan sebagai masukan dalam
perundingan pada saatnya tiba.

Selama masa perundingan (dalam jangka waktu
3 bulan) sebagaimana dimaksud, tidak / belum
tercapai kesepakatan, maka PKB (yang sedang
berlaku) tetap berlaku unhrk paling lama I (satu)
tahunm.

TErkait dengan perundingan PKB .berikutnya,

da'lam hal PKB (yang sudah berakhir masa
berlalnrnya) alrcrn diperpanj ang atat diperbarui
dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari
l(satu) labor union dan labor union yang dulu
berunding (membuat PKB) tidak lagi memenuhi
ketentuan jumlah keanggotaan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 120 ayat (l) W No.
13/2003 seperti tersebut di atas, maka
perpanjangan atau pembuatan pembaruan PY's_

dilakukan oleh labor union yang (saat sekarang)
beranggotakan lebih dari 50% dari jumlah
seluruh pekerja di perusahaan tersebut bersama-
sama dengan trade union yang membuat PKB
terdahulu dangan membentuk TIM Perunding
secara proporsional6r.

Demikian juga bilamana PKB sudah berakhir
masa berlakunya akan diperpanjang atau
diperbaruai dan di perusahaan tersebut terdapat
lebih dari 1 (satu) labor union namun tidak
satupun labor union (yang ada) memenuhi
ketentuan keanggotaan seperti tersebut dalam
Pasal 120 ayat (l) sebagaimana tersebut di atas,

malr,a perpanjangan atau pembuatan pembaruan
PKB dilakukan menurut ketentuan Pasal 120

ayat (2) dan (3) sebagaimana tersebut di atas,

yakni membentuk Tim Perunding dan para

s er ikat secara proporsional.

57 Pasal 124 ayat I huruf c. LIU No. 1312003
58 Pas*l-l33clet-(9 UU No. 1312003.
5e Pasal 123 ayat(l) UUNo. 1312003.
@ Ketentuan Pasal (123 ayat (4)) ini tidak tegas menyatakan perpanjangan I tahun tersebut, apakah

termasuk perpanjagan atau tidak. Seharusnya ini diserahkan kepada para pihak untr'rk menyepakatinya.
6rPasal 130 ayat (2) WNo. 1312003.
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ISI PKB

Sebagaimana disebutkan, bahwa PKB adalah
suatu bentuk perjanjian (agreement) yang
merupakan hasil perundingan antara seriknt atau
beberapa serikat dengan pengusaha (employer).
Apa yang diperjanjikan dalam PKB secara
substansial materi muatan(isi)-nya sama saja
dengan apa yang diatur dalam PP. Hanya saja
terdapat perbedaan pada mekanisme
pembuatannya.

Dalam praktek, peraturan perusahaan (PP)

memuat content yang jauh lebih rinci, lengkap
dan sempuma dari muatan minimum (minimum
content) yang disebutkan dalam undang-undang
tersebut. Mulai dari pembatasan pengertian suatu
istilah atau definisi, cakupan keberlakukan suatu
klausul peraturan (PP) sampai kepada batasan-
batasan hak dan kewajiban masing-masing, dan
komprtensi kerja, kualifikasi, produktivitas kerja
yang ditargetkan serta reward and punishment
yang diperoleh dan diberikan. Namun dalam
peraturan perundang-undangan, materi muatan
perqturan perusdhaan, ditentukan sekurang-
kurangnya memuat 

62 
:

a. hak dan kewajiban pengusaha;

b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
c. syarat-syarat kerja;
d. tata tertib perusahaan; dan
e. jangka waktu berlakunya peratuturan

perusahaan.

Yang penting, bahwa ketentuan dalam peraturan
perusahaan, tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan yang -telah- diatur dalam perahran
perundang-undangan apapunu', termasuk dan

dalam arti tidak boleh mengatur kurang dari
ketentuan maksimal atau lebih dari ketentuan
minimal.

Bandingkan dengan PKB, antara lain ditentukan,
bahwa materi muatan (ketentuan) dalam PKB
tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat pertentangan, maka
ketentuan yang bertentangan tersebut, batal demi
hularm, dan yang berlaku adalah ketentuan
dalam peraturan perundang-undanganq.

PKB paling sedikit memuat 65,

a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban trade union (TU) dan

pekerja/buruh;
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya

PKB;
d. tanda-tangan para pihak (pengurus union

dengan manajement).

Namun dalam Peraturan Menteri Tenaga Keq'a
dan Transmigrasi Nomor 48 Kep-
48lMen/1,/12004, diuraikan lebih jelas dan rinci
muatan (isi) PKB, yakni sekurang-kurangnya
sebagai berikut :

a. narna, tempat kedudukan dan alama( serikat
pekerja/serikatburuh; !

b. nama, tempat kedudukan dan alamat
perusahaan;

c. nomor serta tanggal pencatatan serikat pada
instansi yang bertanggung-jawab di bidang
ketenagakerjaan Kabupaten / Kota;

d. hak dan kewajiban pengusaha;
e. hak dan kewajiban seriknt dan pekeda/buruh;
f. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya

PKB;
g. tanda-tangan para pihak.

Dangan demikian pada peraturan Menteri, lebih
detail memasukftan data yang berkenaan dengan
nama, tempat kedudukan dan alamat serta nomor
dan tanggal pencatatan seriknt pekerja, dan nama
dan tempat kedudukan serta alamat pengusaha.

Isi atau muatan sebagaimana tersebut adalah
ketentuan pokok yang harus dimuat dan

tercantum dalam PKB, terutama hal-hal yang
tidak atau belum diatur oleh peraturan
perundang-undangan, termasuk jika akan
mengatur ketentuan yang lebih baik dari
peraturan perundang-undangan, maka hendaknya
ditambahkan pengaturan dan dicamtukan dalam
muatan PKB.

62 LihatPasal I 1 1 ayat (1) UU No. l3l2003 .
63 Pasal I I 1 ayat (2) UU No. 13/2003 jo Pasal L320 ayat(l) huruf d KUH Perdata.
6a Pasal 124 ayat (2) dan (3) UU No. 13/2003. Hal ini sudah merupakan azas dalam hukum perjanjian

sebagaimana diatur dalamPasaql 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata.
65 Pasal 124 ayat(l) UU No. l312003.
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Dalam hal pembuatan pedanjian kerja, perlu
diperhatikan bahwa perjanjian kerja (PK,
arbeidsovereenkomst) yang diperjanjikan antara
pekeda dengan pengusaha tidak boleh
bertentangan dengan PKB (collectieve
arbeidsovereenkomit). Bilamana ketentuan
dalam PK bertentangan atau lebih rendah dari
pada ketentuan PKB, maka ketentuan dalam PK
tersebut batal demi hukum dan yang berlaku
adalah ketentuan dalam PKB66. Sebaliknya,
apabila dalam PK tidak memuat aturan-aturan
yang diatur dalam PKB, maka yang berlaku
tentunya adalah aturan-aturan dalam PKB67.

Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa isi
atau substansi perjanjian keda lebih detail
mengatur dan memuat ketentuan yang lebih baik
dari pada isi muatsn PKB yang bersifat kfiusus
(dari sudut pandang pekerja tertentu).

Contoh muatan PKB dari beberapa perusahaan,

sebagai berikut :

1. Pengertian (Definisi Umum) 68;

2. Ketentuan Umum;
3. Penerimaan, Penempatan dan

Pengembangan Pekerja;
4. Pengupahan dan Hal-hal Terkait;
5. Kesejahteraan dan Fasilitas Lainnya;
6. Peraturan Disiplin;
7. Keluh Kesah;
8. Pemutusan Hubungan Kerja;
9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan

Pengendalian Kerugian (K3 PK),
Keamanan, Lingkungan Hidup dan Hal
Lainnya.

10. Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Contoh lainnya o':

1. Ketentuan Umum;
2. Pengakuan Hak dan Kewajiban Antara

Pengusaha Dengan Serikat Pekerja;
3. Jaianan, Fasilitas, Dan Dispensasi Untuk

Serikat Pekerja;
4. Hubungan Kerja;
5. Ketentuan Kerja, Hari Kerja, Jam Kerja, dan

Jam Kerja Lembur;
6. Pembebasan Waktu Kerja
7. Pengupahan;
8. Perawatan dan Pengobatan;
9. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja;
10. Aturan Disiplin dan Tata Tertib;
I l. Penyelesaian Keluh Kesah;
12. Pemutusan Hubungan Kerja;
13. Masa Berlaku Perubahan dan Perpanjalgan;
14. Ketentuan Penutup;
15. Pihak-pihak Yang Menanda-tangani.

Di samping itu terdapat pengaturan yang juga
bersifat khusus, yakni PKB pada daerah tertentu,
misalnya PKB pada daerah KEK (Kawasan
Ekonomi Khusus) yang diatur secara khusus
isinya, antara lain, bahwa dalam PKB, disepakti
(uga) 7o:

a. jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada
perusahaan lain ("outsourcing"); dan

b. bentuk hubungan kerja yang didasarkan
PKWT dan PKWTI.

PERUBAHAN PKB

Sebagaimana disebutkan, bahwa pengusaha

dilarang mangganti PKB dengan (menjadi) PP

selama di perusahaan yang bersangkutan masih
terdapat trade union (serikat).

66 Pasal 127 UU No. 1312003. Statement ini sebenarnya tidak perlu dicantumkan, karena PK
(arbeidsovereenlamst) adal$ merupakan salah satu bentuk atau wujud dari pedanjain, dan salah satu

syarat sahnya persanjian adalah bahwa apa yang diperjaqjikan tidak boleh saling bertentangan satu

dengan yang lain. Demikian juga analog pada azas umun\ bahwa ketentuan (perjanjian) yang lebih
tnggi (colleclive) mengesampingkau ketentuan (perjanjian) yang tebih rendah yang bersifat individual
(lex superior derogate legi imperior).

67 Pasal 128 UU No. l3l2003
68 PKB PT Newmont Nusa Tenggara dan PUK SPKEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Newmont

Nusa Tenggara, 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2010.
Ut PKB antara PT Indonesia Epson Industry dengan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT

Indonesia Epson Industry 2006 - 2008.
70 Pasal 47 ayat(2) UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK.
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Kecuali di perusahaan yang bersangkutan tidak
ada lagi labor union dan kemudian PKB diganti
dengan PP, maka ketentuan yang ada dalam PP
tidak boleh (mengatur) lebih rendah dari

Bahkan di daerah KEK (kawasan ekonomi
khusus) diatur bahwa bilamana di suatu
perusahaan telah terbentuk serikat peke{a (labor
union), harus dibuat PKB. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun
2009 tentang KEK, disebutkan bahwa pada
perusahaan yang telah terbentuk serikat
peke{a/serikat buruh dibuat perjanjina kerja
bersama (PKB) anFra serikat pekerplserikat
buruh dan pengusaha".

Namun dalam hal terjadi pembubaran Trade
Union atau pengalihan kepemilikan perusahaan
(akuisisi, takeover), maka PKB tetap berlaku
sampai berakhimya jangke waktu yang
ditentukan dalam PKB tersebut".

Dalam masa perjalanan berlakunya PKB, apabila
kedua belah pihak (union dan management)
sepakat untuk melakukan perubahan mengenai isi
atau materi PKB, maka perubahan tersebut
merupakan (satu kesatuan dan) bagian_yan4 tidak
terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku'' .

PENAI\DA.TAI\GANAI\ PKB
Salah satu muatan PKB, adalah penanda-
tanganan para pihak, yakni Direksi / Pengurus
(Board of Director atau Board of Management)
sebagai legal mandatroy dari
pengusaha/perusahaan dan Pengurus Serikat
(Board of Manageent) yang bertindak untuk dan

atas nama serta sebagai legal mandatory settl<at

pekerja/serikat buruh. Apabila PKB akan
ditanda-tangani oleh pihak yang mewakili pihak
yang berwenang (selaku larasa), maka harus
disertai dengan surat kuasa kfiusus yqlg

WAI\PRESTASI

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya janji
(prestasi) baik karena disengaja maupun tidak
disengaja. Wanprestasi dapat benrpa'u:
a. sama selcali tidak dipenuhi prestasi;
b. prestasi yang dilakukan tidak sempuma;
c. terlambat memenuhi prestasi; atau
d. melalarkan apa yang dalam perjanjian

dilarang untuk dilakukan.
Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi
oleh para pihak dala suatu kontrak. Prestasi
tersebut dapat berwujud benda, tenaga / keahlian
atau tidak berbuat sesuatu. Dalam literatur
hukum, prestasi dibagi dalam tiga macam yaitu:
a. menyerahkan sesuatu;
b. berbuat sesuatu;atau
c. tidakberbuat sesuatu (Pasal l234BW)

Dalam kaitan dengan PKB, pekerja / buruh
(employee) dan serikat pekerja/serikat buruh
(trade union) wajib memenuhi prestasi yang
dipe{anjikan dalam PKB dimaksud, yakni
melaksanaka_n kesepakatan (ketentuan yang ada)
dalam PKB". Sesuai dengan azas kebebasan
berkontrak beginzel der contract vrijheid dan
azas kepatuhan pada perjanjian yang dibuat
pacta sun servanda, bahwa apa yang telah
diperjanjikan oleh para pihak -sepanjang
memenuhi syarat sahnya perjanjian- merupakan
undang-undang (mengikat) bagi para pihak yang
membuatrya. Artinya, tanpa diatur dalam suatu
peraturan perundang-undangan-pun, setiap orang
atau pihal wajib mematuhi (memenuhiprestasi)
dari apa yang telah dipe{anjikan dengan
orang/pihak lainnya sekedar dipatuhinya syamt-
syarat sahnya perjanjian tersebut dan telah
AiUn*an dingan iiika Uait (goede trouw)78.
Apabila salah satu pihak (melakukan)
wanprestasi maka pihak lainnya yang dirugikan
dapat menuntut pemenuhan atas klasul perjanjian
tersebut.

dilamoirkan (Iitetatkan) oada PKB dimalsud 75

7r Pasal 129 UU No. 13/2003. Statetnent ini sebetulnya adalah wilayah bebas. Sepanjang tidak ada social
security yang dilanggar dan para pihak sepakat uotuk mengatur lebih rendah (sesuai dengan kondisi dan

kemampuan perusahaan), maka sah-sah saja jika disepakati (melalui wakil-wakil pekerja yang

representatatif).
72 Pasal 47 ayat(l) UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK.
73 Pasal l3l ayat(l) UU No. 13/2003.
7a Pasal 125 W No. l3l2003
75 Pasal2l huruf g jo Pasal2} Kepmenakertrans. No' Kep4SlMenlIYl2OO .

76 pasal 1233 BW] br. Ahmadi M-iru, SH, MS, Hukum Kbntrak , Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2007 Hal74
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PEI\DAFTARANPKB la. @

Pendaftaran PKB tersebut tidak ada konsekrvensi I kelamin;

I b. nama pimpinan perusahaan;
PKB yang -telah- ditanda-tanagni oleh para I c. wilayah operasi perusahaan;
gihak (serilot pekerja dan managemenr) harus I d, staG pormodalan penrsahaan;
didaftarkan oleh pargusaha pada instansi yaqg I e, jenisataubidangusaha;
bertarggung-jawab di bidang ketenagakerjaantt. I f. jumlah pekerjaiburuh menurut jenis

hukumnya, pendaftaran tersebut hanya
dimaksudkan sebagai :

a. alat monitoring dan evaluasi pengaturan
syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di
perusahaan;atau

b. rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan

-dalam- pelaksanaan PKB.80

Untuk mengajukan pendaftaran PKB harus
melampirkan naskah PKB dimaksud dalam
rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang telah
ditandatangani oleh purgusaha dan serikat
peke{a/serikat buruh.

Dalam pelaksanaan pendaftaran PKB, dilakukan
oleh 8r:

a) Kepala instansi yang bertanggung-jawab di
bidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota
untukperusahaan yang terdapat hanya dalam
I (satu) wilayah Kabupaten / Kota;

b) Kepala instansi yang bertanggung-jawab di
bidang ketenagakerjaan di Propinsi untuk
perusahaan yang terdapat pada lebih dari I
(satu) Kabupaten / Kota dalam I (satu)
Propinsi;

c) Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Indushial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan untuk perusahaan yang
terdapat pada lebih dari I (satu) Propinsi.

Pengajuan pendaftaran PKB dilengkapi dengan
keterangan yang memuat 82:

g. status hubungan kerja;
h. upahtertinggrdanterendah;
i. nama dan alamat serikat peke{a / serikat

t-.buruh;
j. nomor pencatatan serikat

buruh;
k. jumlah anggota- serikat-buruh; \

pekefa/serikat

pekerja/serikat

l. masa berlakunya PKB; dan
m. pendaftaran PKB untuk yang ke berapa

(dalam hal perpanjangan atau pembaruan).

Dalam pelaksanaan pendaftaran PKB, pejabat
yang bertanggung-jawab di bidang
ketenagakerjaan, harus meneliti kelengkapan
persyaratn formal dan materi naskah PKB yang
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Setelah dilalarkan
penelitian, selanjutnya pejabat yang
bersangkutan menerbitkan surat Keputusan
Pendaftaran PKB dalam waktu paling lama 6
(enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan
pendaftaran.

Dalam hal persyaratan formal sebagaimana
dimaksud tidak terpenuhi dan/atat terdapat
materi PKB yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, maka pejabat instansi
ketenagakerjaan dimaksud memberi catatan pada
snat Keputusan Pendaftaran PKB yang memuat

-keterangan- pasal-pasal yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan. 83 

:

77 Pasal l26UU No. l3l2003 jo Pasal 28 ayzt(l) Kepmenakerrans. No. Kep-48/lvIen/IYl2OO4.
78 vide Pasal 1338 dan Pasal f320 jo Pasal 1233 Burgerlijke Wetboek.
7e Pasal 132 ayat(2) UU No. 13i2003.
to Seharusnya pendaftaran PKB merubah status alat bukti dari bukti biasa menjadi alat bukti yang sempurna
srPasal 2l ayat(l) Kepmenake6ans. No. Kep48/Menll,/12004 jo Kepmenakerfians. No. Kep-
08/lt4en/IIV2006.
E2 

Pasal 27 ayat(2) Kepmenakerbans. No. Kep48/lvIen/IYl2OO4.
83 

Pasal 27 ayat(3) yd ayat(6) Kepmenakerfians. No. Kep-48lMenlIY/2004 jo Kepmenakerhans. No. Kep-
08/IvIen/IIV2006.
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SOSIALISASI PKB

Pengusaha, union, dan (para) pekerja / buruh di
perusahaan yang bersangkutan, wajib
melaksanakan (mematuhi) ketentuan yang ada
dalam PKB. Namun untuk melaksanakan atau
mematuhi ketentuan dalam PKB, setiap
pekerja/buruh perlu memiliki dan senantiasa
membaca isi kesepakatan PKB. Agar paru
pekerja/buruh dapat konsisten terhadap
ketentujan dalam PKB, maka pengusaha dan
(pengurus) union wajib melakukan sosialisasi
(menyebarluaskan / memberitahukan) mengenai
isi PKB, termasuk perubahan(-perubahan)nya
kepada seluruh pekerja/buruh Ea.

Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi tersebut,
pengusaha harus mencetak dan membagikan
naskah PKB kepada setiap pekerja/buruh semua
atas biaya perusahaano'. Sanksi bilamana
pengusaha tidak mencetak dan tidak membagikan
naskah PKB yang telah berlaku, diancam dengan
sanlrsi administratif yang berjenjang sebagai
berikut 86:

a. teguran;
b. peringatan tertulis;

pembatasan kegiatan usaha;
pembekuan ke giatan usaha;
pembatalan persetuj uan;
pembatalan pendaft aran;
penghentian sementara sebagian, atau seluruh
alat produksi;
pencabutan izin.

Mekanisme dan pengenaan jenis sanksi tersebut,
selanjutnya akan diatur oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Walaupun hingga saat ini,
pengaturan dimaksud belum terbit.

IIARMOI\ISASI PK DAI\ PI(B

Perjanjian kerja (PK) yang dibuat antara
pengusaha dan peke{a/buruh (substansinya)

tidak boleh bertentangan dengan (materi) PKB.

Apabila keduanya bertentangan, maka ketentuan
(substansi) dalam PK batal demi hukum (van
rechtswege) dgp yang berlaku adalah ketentuan
dalam PKB o'. Sebaliknya, apabila ketentuan
dalam PK lebih baih maka berlaku azas hukum
lex specialis derogate legi generali. Selanjutnya,
apabila isi muatan PK tidak memuat (secara
rinci) aturan-aturan yang diatur dalam PKB,
maka yang berlaku -tentunya- adalah ketentuan
yang diatur dalam PKB tersebuts8.

STATUS PKB DENGAN CORPORATE
ACTION

Sebagaimana diseQutkan, bahwa pengusaha

dilarang mengganti PKB dengan PP selama di
perusahaan yang bersanglartan masih terdapat
trade union (serikat). Kecuali di perusahaan yang
bersangkutan tidak ada lag1 trade union dan
kemudian PKB diganti dengan PP, maka
ketentuan yang ada dalam PP tidak boleh
(meneatur) kurans atau lebih rendah dari
ketentuan dalam

Namun dalam hal terjadi pembubaran Labor
Union atau pengalihan kepemilikan perus ahaan,
maka PKB tetap berlaku sampai berallrirnya
jangka waktu yang ditentukan dalam PKB
tersebut m. Pengertian pengalihan kepemilikan
perusahaan, tidak dijelaskan dalam UU
Ketenagakerjaan. Demikian juga tidak ada
penjelasan kenapa dangan terjadinya pengalihan
kepemilikan perusahaan harus mengatur masa

berlakunya PKB sampai dengan beral:hirnya
jangka waktu yang ditentukan.
Yang dimaksud pengalihan kepemilikan
perusahaan dalam corporate law (seperti pada

Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas)
adalah pengambil alihan atau akuisisi (take

over).

c.
d.
e.
f.
('
b'

h.

8a Pasal 126 ayat(2) UU No. 13/2003 jo Pasal 28 Kepmenakertans. No. Kep48/IvIer/TV/2004.
85 Pasal 126 ayat (3) lJU No. l3l2003 jo Pasal 28 ayat (2) Kepmenakerhans. No. Kep48/IvIen/M2004.
86 Pasal 190 ayat (2) UU No. 13/2003.
87 Pasal 127 UU No. 13/2003. Hal ini juga berkaitan dengan syarat sahnya perjaniian kerja dalamPasal 52

ayat (l) UU No. l3lz}O3,khususnya syarat keempat, yakni causa dibuafrya perjanjian kerja.
88 Pasal 128 UU No. l3l2003.
8e Pasal 129 UU No. 13/2003.
eo Pasal 131 ayat (l) WNo. 1312003.
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Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatag Dalam hal terjadi porggabungan pausahaan
pengambil-alihan adalah perbuatan hularm yang
dilalarkan oleh badan hulum (legal entity) atau
orang perorangan Qtersonal entity) untuk
mengambil alih saham Perseroan yang
mengakibatkan beralihnya pengendalian atas
perseroan tersebut el.

Demikian juga beberapa ahli, mengemukakan,
bahwa acquisition atau take aver adalah
pengambil alihan suatu kepentingan
pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan -
pihak- lain (one compny taking over controling
interest in another compdny, Friedman, Jack P.,
1987: l0)e2'.

Dalam kaitan dengan hukum perburuhan, yang
dimaksud dengan take over mempunyai
pengertian dan cakupan yang lebih luas dari
pengertian dalam corporate law tersebut.
Korelasi take over dalam kaitan dengan pekeda
adalah, bahwa take over tersebut harus ditindak-
lanjuti melakukan restrukturisasi yang
mengakibatkan -antara lain- terjadinya efisiensi
atau down sizing.

Kemudian, dalam hal te{adinya penggabungan
perusahaan (merger)e3, dan masing-masing
perusahaan mempunyai PKB, maka PKB yang
berlaku adalah PKB yang lebih menguntungkan
pekerja/buruhea. Dalam konteks ini yang
dimaksud PKB adalah PKB secara utuh dan tidak
parsial atau substansial. Artinya kalau susbtasi
PY*B surviving company sebagian lebih baik dan
demikian juga substansi mergering company ada
juga yang lebih baik, maka harus dipilih salah
satu yang sebagian besar lebih baik.

pyWer) antara penrsahaan yang mempunyai

!!!! dengan perusahaan yang belum mempunyai
PKB, maka PKB tersebut berlaku- bagi
perusahaan yang bergabung (mergertng
company) sampai dengan beral*rirnya jangka
waktu PKB". Bagaimana kalau yang memiliki
PKB adalah mergering company dan pp di
sumiving company secara keseluruhan ternyata
lebih bailq apakah tetap menggunakan pKB ?.
Hal ini tidak diatur oleh UU. Oleh karenanya
seyogyanya tetap menggunakan PP yang lebih
baik tersebut.

PENGAWASAN DAN SANKSI PIDANA

Untuk mewujudkan penerapan pelaksanaan hak
dan kewajiban pekerja/bruh dan pengusaha
secara konsisten, pemerintah wajib
melaksanakan pengawasan (oleh labor
inspector) dan penegakan hukum (law enforce)
terhadap semua peraturan p^e-rundang-undangan
di bidang ketenagakerjaane6. Dalam rangka
itulah, undang-undang memberikan sanksi baik
pidana ataupun sanksi administratif kepada
siapapun yang melanggar ketentuan tersebuteT.
Misalnya sanLrsi pidana denda (karena tindak
pidana p elanggaran) l<hususnya untuk peraturan
perusahaan (PP), dikenakan sanks pidana denda
paling sedikit Rp 5.000.000,- dan paling banyak
Rp 50.000.000,- terhadap
' pelanggaran atas kewajiban membuat PP;
- pelanggaran untuk memperbarui PP setiap 2

(dua) tahun sekali; dan
- pelanggaran mengenai kewajiban

menginformasikan, memberikan naskah dan
menjelaskan naskah peraturan perusahaan
atau perubahan-perubahannya kepada
pekerja/buruh.

er Pasal I angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.
n2 Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Hukum Tentang Akuisisi, Take Iver Dan LBO, Ciha Aditya Bakti,

Bandung,200l, hal. 3
t'Ada 2 macambentuk penggabungan, yakni mergil dan konsolidasi. Merger , adalah apabila beberapa

perusahaan bergabung akan tetapi salah satu diantaranya tetap survive sedangkan yang lainnya bergabung
(merg) tanpa likuidasi (Pasal I angka 9 jo Pasal 122 ayat (2) UU No. 40 Tahln 2007); ggdengkan

konsolidasi adalah penggabungan (peleburan) beberapa perusahaan dalam suatu perusahaan baru dengan

^_melikuidasi 
perusahaan yang merg (Pasal I angka 10 jo Pasal124 UU No. 40 Tahun 2007)

eaPasal 13l ayat(2)UUNo. l3l2003.
e5Pasal 131 ayat(3)UUNo. l3l2003.
tr Pasal 134 UU No. l3l2003
e7 Pasal 183 s/d 190 UU No. l3l2003
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Demikian juga, apabila pengusaha tidak
mencetak dan tidak membagikan naskah PKB
kepada setiap pekerja/buruh (atas biaya
perusahaan), dikenakan sanksi administatif
berjenjang berdasarkan tingkat (kualitas)
kesalahannya, mulai d*i teguran, peringatan
tertulis, pemb atas an kegiatan us aha, pembekuan
kegiatan usaha, pembatalan persetujuan,
pembatalan pendaftaran, pengehentian s ementara
sebagian atau seluruh alat produlai, atau
pencabutan iziz. Ketentuan mengenai pengenaan

sanksi tersebut diamanatkan untuk ditur lebih
lanjut kepada Menteri Tenag Kerja dan
Transmigrasi, Namun hingga saat ini Peraturan
dimaksud belum terbit e8.

Walaupun demikian, dalam mewujudkan
hubungan industrial, pelalsanaan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan merupakan
tanggung-jawab bersama pekerja/buruh,
pengusaha dan pemerintah ee.

PEI\UTUP

Materi perjanjian kerja (PK), peraturan
perusahaan (PP) dan perjanjina kerja bersama
(PKB) yang telah diuraikan di atas merupakan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang bersifat mendasar dan ketenfuan minimum
yang harus dipatuhi. Berkenaan dengan itu,
mungkin yang menjadi permasalahan, bagaimana
kalau peraturan perundang-undangan tidak
mengatur atau belum ada ketentuannya dalam
undang-undang atau peraturan pelaksanaannya ?.

Sebagaimana difahami, bahwa sarana-sarana
hubungan industrial yang terkait dengan PK, PP
atau PKB adalah merupakan perjanjian yang
dibuat dalam hubungan hukum antaru satu pihak
(seseorang) dengan pihak (orang) lain. Artinya
perjanjian-perjanjian tersebut (PK, PP / PKB)
pada dasarnya adalah domein hukum perdata

Qtrivaatrechf). Oleh karena itu, klausul-klausul
yang diatur dan diperjanjikan oleh para pihak
(dalam suatu perjanjian, termasuk PK, PP / PKB)
hakekatnya merupakan "wilayah" hukum dari
para pihak.

Disitu ada freedom of contract, beginzel der
contract vrijheid. Hanya saja kebebasan
berkonilak tersebut, harus memenuhi syarat-
syarat sahnya kontak, terutama, bahwa konhak
yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang, tidak boleh melanggar
kesusilaan dan tidak boleh mengganggu
ketertiban umum.

Dengan demikian, dalam kaitan dengan
pembuatan PK, PP atau PKB, kalau peraturan
perundang-undangan tidak mengaturnya, maka
para pihak boleh mempe{anjikan (: mengaturnya
sendiri) atas dasar kesepakatan. Artinya, tidak
perlu harus selalu terikat pada ketentuan dan
muatan pergluran perundang-undangan.
Badingkan di - negara-negara Common Law
(Anglo Saxon) peraturan perundang-undangan
hanya berisi dan mengatur hal-hal yang pokok-
pokok saja. Selebihnya diperjanjikan dan diatur
oleh para pihak dalam contract-nya.

Sebaliknya di negara-negara penganut Civil Law,
Eropah Continental (Roman Zaw) justu (demi
kepastian hukum) sebanyak-banyaknya detil
diatur oleh undang-undang. Akibatnya
mempersempit domein hukum para pihak.
Namun demikian tidak menutup kemungkinan
para pihak mengatur (memperjanjikan) hal-hal
yang belum tersentuh oleh aturan hukum.

Seluruh tindakan dan perbuatan hukum manusia
(yang sudah cakap) tidak harus dijejali dengan
ketentuan undang-undang. Ada hak-hak
seseorang warga negara untuk bebas
mengaturnya secara bersama-sama. Undang-
undang hanya memberikan aturan berupa
perlindungan kepada salah satu pihak yang
memang dirasa perlu untuk itu. Terutama hak-
hak yang sifatnya mendasar atau menyangkut
harkat dan martabat serta hak azasi manusia.
Namun demikian, adakalanya hukum mengatur
sebagai hukum pelengkap (aanvullenrechts).
Artinya, undang-undang menjadi rujukan
manakala para pihak tidak memperjanjikannya.

Jatarta,l0 Juni 2010
Umar Kasim. S.H.. M.H.. So.N.

e8 Pasal 190 UU No. 13/2003
e Pasal 135 I.IU No. l3l2003
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